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OPINI - 18 Agustus KAMI deklarasi di tugu proklamasi. Disambut deklarasi di
berbagai daerah. Lebih dari sebulan, dukungan ke KAMI terus mengalir.
Permintaan deklarasi tak berhenti. Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, NTB,
bahkan luar negeri. Dukungan provinsi dan kabupaten semakin rapat.
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Melihat perkembangan KAMI yang begitu masif, rupanya ada pihak yang
khawatir, bahkan panik. Siapa? Sebut saja penguasa. Jelas dan gamblang! Biar
ini jadi sarana komunikasi yang dialogis.

Ada pandangan yang berbeda antara KAMI dengan penguasa. Penguasa bilang:
negara ini sedang baik-baik saja. KAMI berpendapat: negara sedang sakit.
Demokrasinya sakit, hukumnya sakit, ekonominya sakit, dan banyak penyakit
lainnya.

Bicara KPK, ingat Harun Masiku, Djoko Djandra dan perubahan UU KPK. Bicara
aparat, teringat operasi mereka di pilpres. Bicara ekonomi, sekarang minus 5,32.
Resesi ekonomi mengingatkan kita pada PHK, bertambahnya jumlah para
pengangguran dan orang-orang miskin. Bicara demokrasi, teringat banyak
persekusi. Ini masalah, kata KAMI. Jadi, jangan pura-pura gak ada masalah. 

KAMI lahir sebagai tuntutan tanggung jawab kebangsaan untuk membantu
pemerintah menyelamatkan negeri dari berbagai masalah itu. Yang penting,
pemerintah jujur, apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Jangan ada dusta diantara
kita. 

Kedua, KAMI lahir sebagai gerakan moral. Penguasa menganggap itu gerakan
politik. Bukan memperbaiki, tapi mau mengamputasi. Oh ya? Ngeri kali
bahasanya. 

Bergantung penyakitnya. Kalau diare, perlu diobati. Tapi, kalau diabet, dan
sebagian anggota tubuh sudah membusuk, dokter biasanya menyarankan untuk
diamputasi. Maksudnya? Ini bicara medis. Tapi, teori medis sering pula berlaku di
dunia sosial dan politik.

Karena dianggap sebagai gerakan politik, maka penguasa merasa ini perlu
diantisipasi. Takutnya, gerakan ini akan melakukan upaya amputasi. 

Satu sisi, berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapat itu hak yang
dilindungi konstitusi. Di sisi lain, menguatnya organisasi bisa jadi ancaman bagi
penguasa yang sedang dililit masalah pandemi dan resesi ekonomi.

KAMI, gerakan yang dipimpin oleh dua tokoh organisasi terbesar NU-
Muhammadiyah, yaitu Din Syamsudin dan Rachmat Wahab, dibantu Gatot
Nurmantyo dari militer, semakin hari semakin kuat karena semakin besarnya
dukungan. Sementara penguasa makin melemah karena pandemi covid-19 yang
tak ditangani secara tepat membuat semakin sulit situasi ekonomi.

Dilarang, deklarasi KAMI itu bagian dari hak berekspresi yang dilindungi
konstitusi. Dibiarkan, makin menghantui. Posisi ini menyulitkan bagi penguasa.
Maka, terjadilah kepanikan. Adanya kepanikan menunjukkan ketidakmampuan
penguasa membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang dianggap
berseberangan. Termasuk KAMI. 

Selama ini, penguasa merasa sangat kuat. Cukup percaya diri. Semua resources
masih normal. Instrumen kekuasaan ada di genggaman dan bisa dikendalikan.
Pukul sana pukul sini, biasa saja. 



Upaya persekusi dengan cara "nabok nyilih tangan" hanya efektif jika dilakukan
oleh penguasa ketika masih dalam kondisi sangat kuat. Orla dan Orba
melakukan itu. Tepatnya, represi. Tapi keduanya jatuh ketika ekonomi terpuruk. 

Saat ini, kita bicara tentang ekonomi yang semakin terpuruk. Semua
menyadarinya. Ini artinya, imun penguasa sedang rentan. Jika tak mampu
menahan krisis, maka upaya persekusi dan tindakan represi akan menjadi
senjata makan tuan. Menyerang balik di saat imun betul-betul melemah karena
dihajar krisis ekonomi. Situasi ini memungkinkan terjadinya amputasi. 

Beda jika penguasa melihat KAMI sebagai gerakan moral. Dirangkul dan diberi
ruang untuk berekspresi. Tak ada persekusi. Tentu, ini akan menentramkan
situasi.

Sayangnya, selalu ada persekusi di setiap KAMI mengadakan deklarasi. Di
Bandung dipersekusi. Di Surabaya, NTB, bahkan di Jakarta, terus terjadi
persekusi.

Sudahlah, rakyat juga tidak bodoh. Siapa pemain dibalik peristiwa di balik
persekusi terhadap deklarasi KAMI, rakyat tahu. Rakyat juga tahu siapa dibalik
penusukan ulama, imam masjid dan perusakan mushalla. Rakyat tahu itu. Gak
usah menuduh PKI. Tidak! Itu kerja Intel. Peristiwanya berulang dan polanya
sama. Gampang dikenali dan diidentifikasi.

Tidak satu kejadian, tapi banyak kejadian. Tidak satu tempat, tapi banyak tempat.
Waktunya berdekatan. Polanya sama. Itu kerja dan operasi orang-orang
profesional. Mereka yang kendalikan gerombolan berbayar dan orang gila
mendadak. 

Untungnya, KAMI gak terpancing, meski terus diprovokasi. Ini sikap matang yang
harus terus mampu ditunjukkan oleh KAMI. Supaya publik tetap melihat bahwa
KAMI betul-betul gerakan moral. Bukan gerakan makar.

Sekali terpancing, ada dasar hukum untuk membubarkan KAMI dan menangkap
para tokohnya. Ini pola lama. Hampir setiap rezim yang lama berkuasa
melakukan pola ini.

Tindakan represi dan praktek persekusi adalah bagian yang akan menguji
ketahanan dan ketangguhan KAMI. Mampukah KAMI tetap bertahan di tengah
lautan persekusi itu? Jika mampu, KAMI tidak saja akan terus berlimpah simpati,
tapi mampu menyiapkan diri jika "secara alamiah" terjadi proses amputasi.
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